WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 10§ TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERATOR ENTRI DATA
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 SERTA
KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan menjamin
terlaksananya kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan
Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta kegiatan
penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan proses
pengentrian Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah secara interaktif dan terkoneksi
langsung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh
operator SKPD dan perlu diberikan honorarium;

b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif,
efisien dan transparan perlu diatur standar biaya
honorarium;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium
Operator Entri Data Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan
Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 serta Kegiatan Penyusunan Rancangan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kota besar dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Kerja Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Kerja Republik Indonesia
Nomor 3164);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;



14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2020 Nomor 4);

16.Peraturan Wali Kota Padang Nomor 85 Tahun 2020
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kota Padang Tahun 2020 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR
BIAYA  HONORARIUM OPERATOR ENTRI DATA
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 SERTA KEGIATAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Standar Biaya Honorarium Operator Entri Data Pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Kegiatan
Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya
anggaran maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan
Peraturan Wali Kota Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Kegiatan Penyusunan Rancangan
Peraturan Wali Kota Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah.



Pasal 3
Peraturan Wali Kota ini berlaku surut sejak bulan Juni tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Nouyember 2020

PLT. WALI KOTA P,

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Nouember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

B TA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 0% TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 SERTA
KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM ENTRI DATA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 SERTA

KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO URAIAN SATUAN HONOR (Rp)
Koordinator Orang / Kegiatan 2.000.000,-
2. | Operator Orang / Kegiatan 1.000.000,-

PLT. WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA




